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ABSTRAK 

Artikel ini membahas mengenai diskursus bisnis oleh militer yang terjadi di 

Indonesia selama ini. Artikel ini menelusuri fakta-fakta bahwa kuatnya peran TNI 

dalam bisnis bermula pada periode tahun 1957 hingga tahun 1959. Masa-masa 

ketidakstabilan politik ditandai dengan perubahan politik, ancaman disintegrasi, 

dan lain-lain membuka jalan bagi militer untuk menguasai bisnis terutama 

perusahaan-perusahaan milik Belanda dan militer dapat mempertahankan 

hegemoni dalam bisnis hingga sekarang. Artikel ini akan mengulas relasi dinamis 

antara elit sipil dengan elit militer yang menguasai bisnis di Indonesia pada masa 

tersebut.   

Pendahuluan  

Satu tema penting mengenai reformasi militer berkaitan dengan pembatasan 

ruang gerak terhadap bisnis militer. Pasal 76 UU No 34/2004 tersebut secara jelas 

disebutkan bahwa Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-

undang ini, pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki 

dan dikelola TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Hanya saja, proses 

pembatasan bisnis militer ternyata tidak berjalan secara optimal sebab elit sipil 

cenderung menggabaikan proses pembatasan bisnis militer tersebut, sehingga 

reformasi militer tidak semua terjadi dengan sukses. Ketidakmampuan negara 

untuk membatasi bisnis militer menunjukkan persoalan pembatasan itu bukan hal 

sederhana, melainkan itu merupakan hal yang kompleks. Kemudian, negara juga 

terlihat enggan untuk membatasi bisnis militer dan itu tidak terlepas dari kedekatan 

historis antara elit sipil dengan elit militer.  

Makalah ini melihat bahwa proses reformasi bisnis militer tidak berjalan 

dengan baik sebab itu berkaitan dengan relasi pragmatis antara elit sipil dengan elit 

militer. Relasi tersebut telah terjadi sejak lama, sehingga itu juga menyebabkan 
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ketiadaan batasan yang jelas antara sipil dan militer. Ketiadaan batasan yang jelas 

menyebabkan tidak ada batasan yang tegas mengenai relasi bisnis antara militer dan 

sipil. Pembahasan mengenai bisnis militer memang tidak terlepas dari relasi 

pragmatis antara elit sipil dengan elit militer. Relasi yang dekat dari kedua aktor 

politik tidak terlepas dari masa pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang 

merupakan gabungan dari para milisi pejuang kemerdekaan dan para laskar Islam 

dengan pasukan militer nasional yang secara khusus sebagian pernah bergabung 

dengan PETA dan pasukan Belanda. 

 Percampuran antarelemen tersebut memang menyebabkan ketiadaan batas 

yang jelas antara elit sipil dengan elit militer sebab kedua elit menyadari bahwa 

kombinasi semua elemen menjadi penting untuk memperjuangkan kemerdekaan 

Indonesia terutama pada masa perang mempertahankan kemerdekaan dari serangan 

Belanda yang ingin memasuki Indonesia. Militer pun secara perlahan mulai terlibat 

dalam birokrasi yang kemudian membuka akses kepada sumber bisnis. Militer 

mampu menguasai bisnis secara masif saat masa akhir Demokrasi Parlementer 

antara tahun 1957 hingga tahun 1959. 

Perumusan Masalah 

Masa akhir Demokrasi Parlementer merupakan saat pemerintahan 

demokratis mulai berakhir dan menuju pemerintahan otoritarian. Fase terakhir ini 

ditandai dengan pandangan kritis dari Soekarno dan militer terhadap situasi politik 

yang terjadi di Indonesia. Situasi tersebut berkaitan dengan kegagalan 

pemerintahan pusat untuk membentuk satu sistem birokrasi yang solid. Kondisi 

demikian tidak dilepaskan dari kenyataan bahwa pemerintahan pusat sangat tidak 

stabil disebabkan kabinet parlementer sering mengalami pergantian kabinet. 

Birokrasi pusat yang lemah menyebabkan negara memiliki kontrol lemah dan 

daerah juga sering melakukan pemberontakan. Terakhir, situasi politik pasca 

Pemilu tahun 1955 juga gagal menghasilkan pergantian konstitusi (Fakih, 2013, 

100). Militer dan Soekarno menunjukkan ketidakpuasan terhadap kemampuan sipil 

untuk menangani krisis politik.  Hal itu kemudian berujung dengan  Dekrit Presiden 

tahun 1959. 
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Masa akhir periode Demokrasi Parlementer juga menandai era kebangkitan 

militer sebagai kekuatan politik nasional.  Militer sebagai aktor politik mulai 

berperan secara signifikan menjelang masa akhir Demokrasi Terpimpin sebab 

militer merupakan organisasi yang termasuk solid saat terjadi berbagai krisis politik 

dan krisis keamanan, sehingga militer secara masif membentuk birokrasi militer 

yang kuat. Kemudian, negara melalui Soekarno juga membuka jalan kepada militer 

untuk hadir sebagai penyeimbang terhadap kekuatan sipil yang cenderung 

mengabaikan kepentingan rakyat. Kemudian, Soekarno juga mulai menerapkan 

doktrin korporatisme dengan menyatukan semua elemen negara untuk bekerja sama 

secara harmonis, dengan militer sebagai pendukung utama Soekarno. Situasi 

tersebut menyebabkan militer mampu menguasai birokrasi sipil, dan itu membuka 

jalan bagi militer untuk menguasai bisnis. 

Penguasaan bisnis oleh militer juga menjadi semakin menarik saat militer, 

elit bisnis lokal dan nasional, dan elit sipil juga bersikap pragmatis. Sikap pragmatis 

tersebut menyebabkan pintu penguasaan bisnis oleh militer juga semakin terbuka. 

Militer mampu menguasai bisnis sebab ketiadaan konsensus elit sipil yang bersedia 

untuk bersatu, sehingga elit sipil cenderung terfokus kepada persaingan elit. Elit 

bisnis pun memilih untuk bermitra dengan militer. Sikap pragmatis elit bisnis untuk 

berelasi dengan militer menyebabkan militer menjadi patron utama bagi kelompok 

bisnis. Kemudian, negara juga cenderung untuk memberikan ruang bagi militer 

untuk terlibat dalam pengembangan bisnis dan nasionalisasi aset asing pada masa 

akhir Demokrasi Parlementer. 

Pertanyaan Penelitian 

Kondisi demikian menyebabkan makalah ini mengajukan satu pertanyaan 

penelitian. Mengapa Militer bisa memasuki Bisnis saat masa akhir Demokrasi 

Parlementer?. Kemudian, mengapa elit sipil membiarkan militer berbisnis pada 

masa akhir Demokrasi Parlementer?. 

Metode Penelitian  

Makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell (2014) 

dan Neumann (2014) berpendapat penelitian kualitatif merupakan penelitian 



Jurnal Communitarian Vol. 2 No. 1 E-ISSN 2686-0589 

122 

dengan paradigma berpikir yang menempatkan proses penelitian tidak perlu 

menjaga jarak dari obyek penelitian sebab prosedur penelitian harus mampu 

mendekati obyek riset untuk bisa menginterpretasikan simbol dan makna dari 

interaksi sosial atau untuk mengkritisi dan mengubah kondisi sosial dan politik 

dalam masyarakat. Makalah ini juga menganalisa sumber-sumber literatur yang 

berkaitan dengan pembahasan mengenai dinamika politik berkaitan dengan 

perkembangan bisnis militer selama masa akhir Demokrasi Parlementer.  

Kerangka Teori 

Makalah ini menggunakan tiga teori terkait dengan mengenai dinamika 

politik berkaitan dengan bisnis militer. Pertama, makalah menggunakan teori 

negara korporatisme. Negara korporatif menurut Cardoso et al (2012), Kaspersen 

et al (2006), dan Baccaro (2002) merupakan tipologi negara yang menyinergikan 

dan memonopolisasikan  unit-unit berbeda dari negara menjadi satu bagian unit 

yang mampu menjadi alat negara untuk mengembangkan tujuan-tujuan politik 

tersebut. Fenomena pelibatan militer dalam struktur politik nasional menunjukkan 

wujud dari negara korporatisme sebab elit sipil dengan sengaja memasukkan militer 

untuk terlibat dalam semua urusan sipil dan itu termasuk dengan bisnis.  

Fenomena korporatisme juga bisa terjadi pada saat sipil mengalami 

pelemahan atau kegagalan, sehingga militer mampu mendominasi sistem yang ada 

dan menempatkan sipil dalam satu bagian pemerintahan yang ada. Korporatisme 

memungkinkan militer untuk memasuki bisnis sebab negara membutuhkan 

kestabilan politik demi pembangunan negara. Negara dalam konteks makalah 

memasukkan militer dalam politik sebab pemerintahan Soekarno membutuhkan 

kestabilan politik pasca kemunculan gangguan keamanan dan gangguan kedaulatan 

Indonesia. Soekarno juga berupaya memasukkan semua elemen dalam negara 

untuk mengakhiri ketidakharmonisan para elit politik selama masa Demokrasi 

Parlementer. 

Kedua, makalah juga menggunakan teori Need Based and Transactional 

Fusion. Need Based menurut Sebastian et Al (2018, pp. 73) bermakna bahwa mliter 

akan terlibat dalam urusan sipil jika, dan hanya jika, otoritas sipil melihat bahwa 

perlu ada pelibatan militer dalam politik dengan lingkup dan tingkat keterlibatan 
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yang ditentukan oleh otoritas sipil. Meskipun masalah pengawasan dan pengabaian 

adalah konsekuensi yang jelas, otoritas sipil di Indonesia sering melihat manfaat 

bagi militer yang mengawasi pelaksanaan kebijakan nasional. Kemudian, konsep 

"Transaksional" mengacu pada kemauan militer untuk terlibat dalam kebijakan 

sebab itu termotivasi oleh kepentingan pribadi atau kelembagaan. Hal itu 

menyebabkan relasi antara sipil tidak terjadi dalam wujud subordinasi atau 

hubungan pelindung-klien, namun militer justru dianggap sebagai lebih dari mitra 

yang sama dengan otoritas sipil. 

Poin penting dari teori di atas berkaitan dengan pelibatan militer dalam 

politik sipil termasuk dalam pengelolaan bisnis oleh militer. Teori di atas 

menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam perpolitikan sering juga disebabkan 

oleh permintaan elit sipil itu sendiri. Kebutuhan atas kestabilan politik 

menyebabkan sipil kemudian memasukkan militer dalam perpolitikan nasional. 

Hanya saja, militer bisa saja memiliki pandangan politik sendiri sehingga militer 

pun bersedia memasuki sistem politik nasional. Kemudian, militer dan sipil juga 

melakukan hubungan transaksional yang saling menguntungkan satu sama lain. 

Transaksi yang terjadi bisa terjadi dalam wujud militer boleh mengontrol 

pemerintahan setara dengan sipil atau militer tetap dalam relasi profesional dengan 

sipil, namun itu membutuhkan imbalan tersendiri, misalnya militer boleh 

mempertahankan aset bisnis strategis milik militer. Penguasaan aset menjadi 

penting untuk menyiasati keterbatasan anggaran militer dari negara. 

Teori di atas juga bisa menjelaskan penyebab militer bisa menguasai bisnis 

lokal dan nasional. Teori tersebut menunjukkan penguasaan aset bisnis nasional dan 

lokal merupakan dampak dari kebijakan Soekarno untuk melibatkan militer dalam 

politik nasional. Soekarno menghendaki dua hal pada masa akhir Demokrasi 

Parlementer. Pertama, Soekarno menginginkan ada keharmonisan politik bagi 

semua organ kekuasaan. Kalangan militer juga memiliki pandangan yang sama. 

Kedua, Soekarno menginginkan kestabilan politik dan militer merupakan kekuatan 

politik di luar sipil yang mampu menjadi pendukung utama Soekarno. Kondisi 

demikian menyebabkan pengaruh militer menjadi semakin kuat, dan Soekarno 

cenderung membiarkan militer untuk turut serta dalam kegiatan bisnis nasional.  
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Ketiga, teori developmentalism class coalition dari Bresser-Pereira (2017) 

menempatkan koalisi antara elit pebisnis dengan elit penguasa atas dasar keinginan 

untuk mempertahankan bisnis saat terjadi ancaman ideologis atau ancaman yang 

bersifat pragmatis. Koalisi tersebut muncul pada saat kalangan bisnis menemukan 

situasi politik yang mampu mengancam ketidakstabilan politik yang kemudian bisa 

berdampak buruk bagi kegiatan bisnis yang ada. Bresser-Pereira menjelaskan satu 

contoh kasus pembentukan koalisi tersebut pada saat ancaman kekuatan komunis 

terhadap kekuatan politik negara, maka koalisi tersebut menjadi kebutuhan yang 

sangat penting untuk mengatasi ancaman tersebut. Fenomena yang berbeda bisa 

saja terbentuk koalisi yang kuat pada saat negara mengalami potensi ancaman 

keamanan dari gerakan-gerakan pemberontakan politik dalam berbagai wilayah.  

Pembahasan 

Penguatan peran militer dalam bisnis berakar dari pembentukan jaringan 

birokrasi militer yang justru terjadi sejak masa pemerintahan Soekarno. Birokrasi 

militer pada masa Soekarno menjadi dominan dalam struktur pemerintahan 

nasional karena delapan faktor utama. Semua faktor tersebut memperkuat dominasi 

militer dalam politik dan bisnis. 

Pertama, militer menurut Mietzner (2008) telah mengembangkan birokrasi 

informal melalui kekuatan jaringan para militer atau laskar pada masa perang 

kemerdekaan. Birokrasi informal dalam konteks makalah terbentuk pada saat 

militer dan milisi menguasai struktur perusahaan atau kantor-kantor pemerintahan 

milik Belanda dan Jepang. Milisi yang menguasai birokrasi dan perusahaan tidak 

semua memiliki kapasitas yang sama untuk mengelola birokrasi dan perusahaan. 

Militer secara perlahan mengembangkan kapasitas sehingga birokrasi militer 

menjadi semakin kuat sebab militer harus mampu memenuhi kebutuhan sendiri 

karena keterbatasan anggaran negara membiayai militer. 

Kedua, negara menyatakan keadaan darurat pada tahun 1957 pasca terjadi 

rangkaian pemberontakan daerah. Negara memperkuat peran militer untuk 

mengatasi krisis keamanan dan pertahanan nasional di berbagai daerah. Militer 

sebagai organ birokrasi yang memiliki kekuatan senjata dan kesolidan manajerial 

secara perlahan mampu menggantikan peran birokrat sipil yang cenderung berpihak 
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kepada partai politik atau kelompok kepentingan elit daerah. Militer pada saat krisis 

secara strategis mengontrol simpul-simpul bisnis lokal yang berada dalam daerah 

konflik politik. Elit sipil yang tersisa dalam daerah konflik cenderung membiarkan 

militer memasuki semua lini pemerintahan demi alasan kestabilan politik pasca 

krisis keamanan daerah. Elit nasional juga membiarkan hal itu dengan tujuan TNI 

bisa mengurangi ketergantungan anggaran kepada negara. 

Ketiga, militer melakukan kudeta gagal pada tahun 1952. Kudeta gagal 

bermula pada saat militer mengalami perpecahan antara faksi Nasution dengan 

faksi Bambang Supeno berkaitan dengan rasionalisasi militer. Kubu Nasution 

menghendaki militer harus didominasi oleh hasil tentara yang tidak berhubungan 

dengan kekuatan lama era kolonial, dan itu berada dalam kubu Supeno. Supeno 

kemudian membawa konflik ini hingga ke level parlemen yaitu DPRS. Militer faksi 

Nasution melihat tindakan Supeno sebagai tindakan indispliner yang melanggar 

kode etik militer. Kondisi semakin rumit saat DPRS akan membentuk komisi 

negara untuk mengevaluasi militer, mulai dari organisasi, birokrasi, hingga bisnis 

militer.  Militer melihat DPRS tidak berwenang melakukan hal itu sebab parlemen 

memuat tokoh-tokoh yang pernah memberontak pada masa lalu  (Fadillah, 2014).  

Militer kemudian melakukan perlawanan terhadap tindakan parlemen. 

Militer menahan enam anggota parlemen dan Manai Sophiaan termasuk politisi 

yang menjadi sasaran, namun ia berhasil selamat. Kemudian, para panglima 

berkumpul di Staf Umum Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952. Hasil 

konsolidasi tersebut menyepakati untuk menekan negara. Militer kemudian 

mengerahkan pasukan Tank dengan arah meriam mengarah kepada istana. Sukarno 

dan para panglima yang dipimpin Nasution berunding. Nasution menuntut 

parlemen dibubarkan. Sukarno menolak permintaan tersebut dan dia juga kemudian 

memutuskan untuk memberhentikan Nasution sebagai KSAD untuk pemulihan 

situasi politik (Rundjan, 2014), namun itu hanya sementara sebab Nasution kembali 

menjadi pemimpin AD tahun 1955. Soekarno juga memberikan peran birokrasi 

lebih besar kepada militer sebagai kompensasi pemberhentian Nasutiom. 

Keempat, militer pada tahun 1958 mengajukan konsep jalan tengah dengan 

asas kekeluargaan. Doktrin ini juga dikenal sebagai Dwi Fungsi Militer. Doktrin 



Jurnal Communitarian Vol. 2 No. 1 E-ISSN 2686-0589 

126 

dari Nasution menegaskan bahwa militer memiliki peran yang setara dengan 

birokrasi sipil, sehingga militer juga harus terlibat aktif dalam pembenahan struktur 

kekuasaan negara. Militer yang memiliki posisi setara dengan sipil bermakna 

bahwa militer tidak berada dalam aturan sipil dan militer tidak boleh terjebak dalam 

konflik elit sipil, serta militer harus berada dalam posisi netral sebagai pengawal 

kedaulatan Indonesia (Bakti et al, 2009). Birokrasi militer semakin kuat terutama 

sejak militer menguasai perusahaan strategis hasil nasionalisasi terhadap aset 

Belanda (Vatikiotis 2004) dan juga mengambil alih jaringan bisnis lokal di berbagai 

wilayah yang menjadi milik dari Partai Nasional Indonesia.   

Kelima, negara membentuk Dewan Perencanaan Nasional sebagai Dewan 

Perancang Nasional (Depernas) yang berperan untuk mendesain strategi 

pembangunan nasional (Fakih, 2013, 102-103). Pembentukan lembaga Depernas 

berdasarkan UU 80/1958, DEWAN PERANCANG NASIONAL tanggal 23 

Oktober 1958. UU menegaskan setiap kementerian perlu berkoordinasi dengan 

Depernas dengan tujuan harmonisasi kebijakan pembangunan. Kemudian, 

Depernas juga mencerminkan paradigma korporatisme dan itu terlihat dalam 

penegasan bahwa lembaga ini akan menyatukan semua elemen rakyat Indonesia. 

Elemen tersebut terdiri dari kalangan cendekiawan atau kalangan sarjana yang 

memahami pembangunan, elit birokrat sipil yang berada dalam pemerintahan pusat 

dan daerah, dan elit militer yang menguasai masalah pembangunan nasional. 

Depernas menempatkan militer sebagai aktor ekonomi tidak hanya di tingkat 

nasional namun itu juga menguasai bisnis lokal terutama di wilayah konflik. 

Penguasaan jaringan bisnis lokal melalui birokrasi militer di daerah konflik 

politik dengan pemerintah perlu dianalisa dengan dua perspektif. Pertama, pelibatan 

militer dalam birokrasi lokal pasca konflik politik menunjukkan keberadaan 

paradigma fusi transaksional. Fusi transaksional terjadi pada saat sebagian elit sipil 

memilih untuk bekerja sama dengan kalangan elit militer sebab itu untuk 

memperoleh kestabilan politik. Fusi transaksional juga terjadi antara elit militer 

dengan para elit pengusaha yang membutuhkan perlindungan militer. Kedua, 

kondisi konflik politik menyebabkan terbentuk relasi koalisi kelas 

developmentalisme. Koalisi tersebut merupakan hasil pada saat kalangan pebisnis 

merasakan ada ancaman dari kelompok-kelompok pemberontak dari setiap daerah. 
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Para pengusaha membutuhkan perlindungan militer dan militer pun memperoleh 

imbalan dalam wujud akses kepada jaringan bisnis lokal.  

Keenam, Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional 

merupakan lembaga korporatisme dengan Presiden Soekarno dan Wakil Ketua 

Ruslan Abdulgani. Soekarno menghendaki elit partai politik untuk berkonflik. 

Soekarno dan angkatan darat menyakini bahwa partai-partai politik itu merupakan 

penyebab perpecahan nasional sebab konflik elit juga telah memecah belah 

masyarakat menurut garis-garis ideologis. Masyarakat yang tidak terlibat dalam 

konflik mengalami perasaan frustasi. Dewan Nasional, "politbiro" Presiden 

Soekarno, telah menjadi lembaga pembuat kebijakan eksekutif yang pengaruhnya 

lebih besar daripada pengaruh Parlemen (Bathoro, 2018). Dewan Nasional 

memperkuat peran militer dalam birokrasi, sehingga militer juga menguasai akses  

bisnis.  

Ketujuh, peran Partai Nasional Indonesia mulai melemah pada masa akhir 

Demokrasi Parlementer. Pelemahan itu juga tidak terlepas dari perubahan ideologis 

partai. PNI untuk memenangkan pemilu secara sadar memilih untuk menyasar 

kalangan priyayi yang juga termasuk kelas borjuasi lokal yang menguasai birokrasi 

pada tahun 1955 hingga tahun 1957. Kelas priyayi tersebut kemudian mendominasi 

PNI dan menyisihkan kelas pembela Marhaen. Hal itu menyebabkan terjadi ironi 

politik saat PNI berhasil memasukkan agenda reformasi agraria melalui Undang-

Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 justru menjadi partai yang tidak konsisten 

mendukung UU tersebut terutama saat kader-kader PNI dalam birokrasi daerah 

memberikan dukungan atau asistensi kepada kepala daerah, kelompok bisnis lokal, 

dan tuan tanah untuk melanggar ketentuan agraria nasional. Hal ini tidak terlepas 

dari sikap PNI yang selama masa demokrasi liberal justru menjalin interaksi kuat 

dengan para pedagang besar di daerah dan menikmati peran sebagai broker dagang 

untuk menjembatani antara negara dan pebisnis (Kaligis, 2014).  

Pelemahan peran PNI juga disebabkan oleh tindakan Soekarno untuk 

mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6 tahun 1959 yang membatalkan UU 

Otonomi Daerah tahun 1957. Pembatalan tersebut menyebabkan pemerintah pusat 

kembali memperkuat kontrol terhadap birokrasi daerah melalui jaringan pamong 
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praja. Kebijakan tersebut secara sistematis memperlemah kekuatan partai di daerah 

untuk menguasai daerah, dan itu sekaligus mengurangi relasi partai dengan jaringan 

pengusaha lokal, dan itu jelas menjadi kerugian besar bagi PNI.  UU otonomi 

daerah memang tidak terlalu berpengaruh sebab sebagian birokrasi daerah yang 

mengalami krisis pemberontakan politik sudah beralih ke militer, namun birokrasi 

yang merupakan basis PNI kuat di Jawa Tengah dan Bali. Pelemahan tersebut 

menyebabkan terjadi pengalihan aset bisnis strategis dari PNI kepada militer.  

Kalangan pebisnis lokal cenderung untuk mendukung kebijakan pengalihan 

aset bisnis dari elit lokal kepada militer. Dukungan tersebut dalam konteks teori 

transaksional dan koalisi kelas developmentalisme. Kalangan pebisnis lokal 

menyadari hanya militer yang mampu menangani krisis keamanan dalam daerah-

daerah yang mengalami pemberontakan. Kalangan pebisnis juga melihat bahwa elit 

sipil daerah tidak mampu mengatasi krisis, dan tindakan elit yang lebih 

mengutamakan kepentingan elit juga menjadi penyebab krisis politik yang berujung 

kepada pemberontakan daerah. Kemudian, kalangan pebisnis lokal memang 

sebenarnya juga telah menjalin hubungan erat sejak masa Revolusi Kemerdekaan 

antara tahun 1945 dan 1949. 

Kedelapan, negara mengeluarkan kebijakan nasionalisasi terhadap aset-aset 

strategis milik Belanda. Kebijakan tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 86 

Tahun 1958. Undang-undang tersebut memberikan hak bagi pemerintah untuk 

menguasai aset-aset strategis Indonesia yang merupakan bekas Belanda dengan 

Mayor Jendral AH Nasution sebagai Penguasa Perang Pusat sebagai pemegang 

mandat nasionalisasi tersebut (Detik.com, 2009). Penunjukkan militer dalam hal 

Angkatan Darat juga menjadi jalan bagi negara untuk mengakhiri ketidakstabilan 

politik berkaitan dengan nasionalisasi perusahaan Belanda yang memunculkan 

krisis politik.  

Krisis politik berkaitan dengan nasionalisasi tersebut berawal dari respon 

negara terhadap isu Irian Barat. Isu Irian Barat menjadi hal penting bagi RI sebab 

itu berkaitan dengan kedaulatan RI. Penguasaan RI terhadap Irian Barat memiliki 

manfaat untuk mengakhiri kekuatan Belanda di Indonesia. RI pun menempuh jalur 

diplomasi. Hanya saja, poses perundingan RI dengan Belanda di Sidang PBB pada 



Jurnal Communitarian Vol. 2 No. 1 E-ISSN 2686-0589 

129 

tahun 1957 untuk membahas pengembalian Irian Barat ke Indonesia tidak berhasil. 

Pemerintah Indonesia kemudian memerintahkan aksi mogok massal di semua 

perusahaam Belanda. Kemudian, kalangan buruh merespon pemogokan tersebut 

yang kemudian berlanjut dengan pengambilalihan paksa (Subangun, 2017). 

 Penguasaan aset Belanda oleh buruh memunculkan potensi ancaman 

geopolitik saat Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan aksi strategis ke 

Indonesia, sehingga negara harus bertindak taktis. AS menilai situasi politik 

Indonesia tidak baik sebab kekuatan buruh yang berafiliasi dengan kelompok 

komunis yang mendominasi proses penguasaan aset Belanda. Negara pun berupaya 

untuk mengambil alih aset tersebut dari kalangan buruh. Negara mengeluarkan UU 

Keadaan Darurat pada tanggal 15 Desember 1957. Undang-undang tersebut 

bertujuan untuk memulihkan keamanan politik dan mengakhiri penguasaan aset 

strategis oleh buruh. Militer menjadi kekuatan utama untuk mengimbangi buruh 

yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Parlemen Indonesia menyetujui 

Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 Nasionalisasi terhadap semua perusahaan 

Belanda di wilayah Indonesia pada tanggal 3 Desember 1958 juga mengeluarkan 

Peraturan  Pemerintah (PP)  No.23/1958  yang menyatakan perusahaan-perusahaan 

Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah RI (Ibid). 

Kekuatan birokrasi militer menjadi fondasi militer untuk mengelola 

berbagai aset strategis, dan itu termasuk penguasaan bisnis minyak nasional. 

Penguasaan bisnis minyak dimulai sejak tahun 1957 ketika Nasution menyuruh 

Deputi II, Kolonel Ibnu Sutowo untuk mengambil alih ladang minyak di  Sumatera. 

Pada masa Demokrasi Terpimpin, tiga perusahaan minyak Caltex, Stanvac, dan 

Shell dengan berat hati menyerahkan konsesi-konsesi yang mereka peroleh sejak 

jaman kolonial Belanda dengan sistem bagi hasil dengan perusahaan pemerintah, 

yaitu Permina. Permina ini kemudian berubah menjadi Pertamina pada tahun 1968 

sebagai dampak dominasi militer Angkatan Darat terhadap birokrasi sipil sejak 

tahun 1966.  Kegiatan Permina dengan cepat berkembang ke bidang lain dari 

produksi minyak. Pertamina ikut serta dalam Far East Oil Trading Company yang 

didirikan di Jepang 1965 dan Tugu Insurance di Hongkong. Penanaman modal juga 

dilakukan di beberapa proyek besar di bidang petrokimia (Widoyoko et al, 27).  
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Kesimpulan 

Makalah ini melihat bahwa pembahasan mengenai penyebab militer 

memasuki bisnis berkaitan dengan keterbatasan anggaran negara untuk membiayai 

operasional dan kesejahteraan militer. Alasan tersebut menyebabkan negara 

cenderung membiarkan militer memasuki birokrasi dan bisnis. Internalisasi militer 

dalam bisnis dan militer harus memperhatikan kondisi politik yang mendasari 

masuknya militer dalam bisis di Indonesia. Kondisi politik yang beragam 

menyebabkan internalisasi militer dalam bisnis menjadi dominan. Internalisasi 

militer bermula dengan pelibatan militer dalam birokrasi sipil dan militer kemudian 

secara perlahan membentuk birokrasi yang bebas dari pengaruh sipil. Elit sipil sejak 

masa kemerdekaan hingga masa sekarang cenderung menerapkan prinsip fusi 

transaksional dengan militer dengan tujuan memperoleh konsolidasi politik dengan 

kadar yang berbeda-beda.  

 Hasil riset juga menunjukkan bahwa Soekarno merupakan elit politik 

pertama yang melibatkan militer secara penuh untuk memperoleh dukungan kuat 

selama Masa Orde lama. Masa orde lama merupakan fase saat Soekarno 

memasukkan militer dalam strategi korporatisme yang bertujuan untuk 

menciptakan keserasian politik melalui demokrasi terpimpin. Penyatuan militer 

dalam struktur politik nasional memberikan peluang bagi militer untuk memperkuat 

pengaruh dalam birokrasi lokal dan nasional, sehingga itu mampu mengoptasi 

jaringan bisnis lokal dan nasional secara bersamaan. Proses tersebut bisa berhasil 

sebab jaringan pebisnis lokal di beberapa wilayah membutuhkan dukungan dari 

militer pada saat terjadi kondisi darurat nasional yang bermula dari rangkaian 

gangguan keamanan dan pemberontakan. Kalangan pebisnis lokal dan nasional 

kemudian menjadi bagian dari struktur koalisi kelas developmentalis.  

 Relasi kelas developmentalisme tersebut terus berlanjut hingga masa 

Soeharto. Pemerintahan Soeharto menempatkan para perwira militer aktif sebagai 

pendukung utama pemerintahan. Soeharto menerapkan strategi korporatisme 

dengan militer sebagai pengontrol birokrasi. Militer tetap mempertahankan 

jaringan informal dan formal dengan kalangan pengusaha yang ada. Kemudian, 

militer secara masif turut mengembangkan berbagai perusahaan yang ada dengan 
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memperkuat relasi fusi transaksional dengan para pengusaha tersebut, sehingga 

militer mampu memperoleh pemasukan yang besar dari setiap perusahaan milik 

militer. Kemudian, militer dengan sengaja tetap mempertahankan koalisi kelas 

developmentalis untuk menunjang bisnis militer sebab negara memang memiliki 

anggaran terbatas terutama pasca perjanjian Konferensi Meja Bundar yang 

mengharuskan RI membayar utang kepada Belanda.  
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